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Abstrak. Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam - 

meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut rupanya 

belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada 

masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko yang 

muncul dari banyaknya macam pinjaman online dan masih 

banyaknya ditemukan perusahaan penyelenggara yang tidak 

terdaftar atau illegal serta potensi bocornya data pribadi pengguna 

yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan  penyelenggara atau 

pihak lain. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala 

upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 UUPK. 

Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum 

perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen. 

Masalah yang timbul adalah bagaimanakah perlindungan hukum 

Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 2021 

ISSN Online 2614-3569, ISSN Print 2614-3216 

Saran Perujukan: 

Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi 

Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri 

Semarang, 7(2), 591-608. https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732 

 

© Dharu Triasih, et.al., 2021  

Seminar Nasional & Call for Papers: Pendidikan Tinggi Hukum Berintegritas dan Berbasis Teknologi. Semarang, 

Selasa, 27 Juli 2021. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia. 

mailto:dharu.triasih@usm.ac.id
mailto:anitaindahwidiastuti1508@students.unnes.ac.id
https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/732
https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/732
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1511842194&1&&
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1511841893&1&&
https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/732
https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/732
https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/732
http://journal.akademikepolisian.com/index.php/tanggonkosala/article/view/263
https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/732


 

Dharu Triasih, et.al. 

592  Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2) 2021 

bagi konsumen dalam perjanjian pinjaman on line? Langkah – 

langkah apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam 

melindungi konsumen terkait dengan fintech /pinjaman on line yang 

illegal? Metode pendekatan pendekatan yuridis normativ.  

Pengumpulan data melalui wawancara, kuesioneir, studi 

kepustakaan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer , data 

sekunder. Data hasil penelitian baik itu, data primer , data sekunder, 

akan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini 

menunnjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dengan 

melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat 

berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen 

yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen 

dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana 

regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang 

dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech 

itu sendiri Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah  

pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Teknologi Informasi. 

 

Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen, pinjaman online 

 

Abstract. The rapid growth of information technology-based lending and 

borrowing service providers has apparently not been matched by adequate 

education to the public, resulting in various effects/risks that arise from the 

many types of online loans and there are still many companies that are 

unregistered or illegal as well as the potential for data leaks. the user's 

privacy that can be misused by the organizing company or other parties. 

Consumer protection is intended as all efforts that guarantee legal certainty 

to provide consumer protection, as in Article 1 point 1 UUPK. The 

existence of this UUPK is to guarantee legal certainty for consumer 

protection by fulfilling consumer rights. The problem that arises is how is 

the legal protection for consumers in online loan agreements? What steps 

have been set by the government in protecting consumers related to fintech 

/ illegal online loans? The normative juridical approach method. Collecting 

data through interviews, questionnaires, literature study. The data collected 

includes primary data, secondary data. The research data, both primary and 
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secondary data, will be analyzed qualitatively. The results of this study are 

legal protection for consumers by carrying out a fintech-based company 

supervision system that is closely related to consumer protection legal 

issues which are generally regulated in Law Number 8 of 1999 concerning 

Consumer Protection. Because one of the keys so that consumers' rights can 

be protected is from the extent to which regulations related to supervision 

and supervision systems are carried out by the government (in this case 

OJK) regarding the fintech companies themselves. The step that must be 

taken by the government is that its implementation must be guided by the 

Regulation of the Financial Services Authority No. 77 /POJK.01/2016 

concerning Information Technology Lending and Borrowing Services. 

 

Keywords: legal protection, consumers, online loans 

 

A. Pendahuluan 

 Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam - meminjam 

uang berbasis teknologi informasi tersebut rupanya belum diimbangi 

dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga 

menimbulkan berbagai efek/resiko yang muncul dari banyaknya 

macam pinjaman online dan masih banyaknya ditemukan 

perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar atau illegal serta 

potensi bocornya data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan 

oleh perusahaan  penyelenggara atau pihak lain.  

 OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan 

terminologi terkait pinjol sebagai berikut : “Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah 

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan 

pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka 

melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah 

secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan 

jaringan internet.” (Pasal 1 angka 3 Nomor 77/POJK.01/2016 ).   

Hal – hal tersebutlah yang memunculkan ide untuk melakukan 

kegiatan penelitian dengan merumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dalam 

perjanjian pinjaman on line?  
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2) Langkah – langkah apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

dalam melindungi konsumen terkait dengan perjanjian pinjaman 

on line ?   

Tujuan  dari penelitian adalah sebagai berikut 

1) untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam  

perjanjian pinjaman on line /fintech     

2) menganalisis langkah – langkah  yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah dalam melindungi konsumen terkait dengan 

perjanjian pinjaman on line /fintech yang illegal.  

 

B. Metode  

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan y9) yaitu menggunakan ketentuan atau 

peraturan perundang – undangan yang ada dalam menganalisa 

kontrak/perjanjian Pinjaman On Line , Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial UU Perlindungan Konsumen 

dan KUHPerdata. 

  

2. Metode Penentuan Sampel 

Metode penentuan sample adalah metode purposive sampling  

yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara – cara 

tertentu dan obyek penelitian dikelompokkan berdasarkan ciri – 

ciri,sifat dan perannya.( Bambang Sunggono,2005). Penelitian ini 

akan dilakukan di kota Semarang. Pemilihan kota Semarang 

berdasarkan metode penentuan purposive sampling,yaitu pemilihan 

sampel atau tujuan pertimbangan tertentu, dalam hal ini kota 

Semarang merupakan ibukota Propinsi Jawa Tengah, juga kota bisnis 

yang semakin berkembang dunia usahanya.  Waralaba juga tumbuh 

dengan pesatnya. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data dimulai dengan kegiatan 

mengidentifikasikan dan menginventarisasikan data. 

4. Metode Analisis 
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           Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode 

analisis kualitatif, yaitu membahas fenomena yang telah terjadi 

kemudian membandingkan dengan suatu kriteria atau standar yang 

telah ditetapkan, yaitu kriteria yang menjadi tujuan, selanjutnya 

diambil suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan  data,  mengorganisasikan  

data menjadi satuan yang dikelola, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian 

Pinjaman Online 

     Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai 

dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman on line  Kedua 

aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan 

teknologi keuangan yang sangat cepat. Pada kegiatan kredit melalui 

media on line seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan 

keditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait 

dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang 

menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para 

pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum 

kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE 

yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke 

dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”  Artinya  dapat 

disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu 

dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat 

mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau 

kontrak-kontrak pada umumnya.  

Pada kegiatan kredit melalui media on line yang perjanjiannya 

tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi 

dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, artinya bukan 

akta yang bersifat autentik atau notariil. Meskipun kontrak elektronik 

merupakan akta di bawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai 

alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta dibawah tangan 

tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik. Terdapat setidaknya 
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dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan tersebut. 

Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan 

tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya.  

Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali 

tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut 

harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan. ( Istiqomah: 

2019)    

Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan fintech PTP 

sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit 

tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi 

segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, 

menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. 

Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat 

syarat, yaitu  

1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya   

2) Kecakapan.   

3) Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu 

4) Suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal adalah bahwa 

suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan dan ketertiban umum . Pasal 1335 KUH 

Perdata menyatakan bahwa: “Suatu persetujuan tanpa sebab atau 

dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang 

tidaklah mempunyai kekuatan ”Setiap perjanjian yang terjadi 

wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata 

menyatakan bahwa: “Persetujuan harus dilaksanakan dengan 

itikad baik (  Ahmad Busro:2013) 

Regulasi fintech di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa 

keuangan telah menelurkan beberapa regulasi perlindungan 

konsumen untuk mengatur fintech. Berikut adalah beberapa regulasi 

tersebut:  

1) Pasal 29 Bab IX Pusat Data berbunyi Penyelenggara wajib 

menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di 

wilayah Indonesia. 

2)  Pasal 30 Bab x perlindungan dan kerahasiaan data berbunyi:  

(1) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan 

ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan 
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yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut 

dimusnahkan.  

(2) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang 

diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai 

berikut:  

(a) memperoleh persetujuan dari pengguna;  

(b) menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi 

kepada pengguna; 

(c) menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan 

data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat 

perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan  

(d) media dan metode yang dipergunakan dalam 

memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, 

keamanan, serta keutuhannya. 

3) Pasal 31 Bab XI Edukasi Dan Perlindungan Konsumen 

menyebutkan bahwa:  

(1) Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar 

perlindungan konsumen yaitu: 

(a) transparansi;  

(b) perlakuan yang adil; 

(c) keandalan;  

(d) kerahasiaan dan keamanan data  ; dan 

(e) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa 

konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. 

(2)  Penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan 

konsumen berbasis teknologi. 

(3)  Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit 

terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat 

dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.  

4) Pasal 32 menyebutkan: 

(1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan 

informasi terkini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan 

konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital. 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan 

sebagai alat bukti.  
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5) Pasal 33 menyebutkan:  

(1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada 

konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan 

permohonan layanan keuangan digital. 

(2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi 

penundaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Penyelenggara wajib menyampaikan alasan 

penundaan atau penolakan. 

6) Pasal 34 Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan untuk 

meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.  

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

77/POJK.01/2016 tentang perlindungan konsumen Bagian Kedua 

Kerahasiaan Data Pasal 26 Penyelenggara wajib:  

(a) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, 

data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data 

diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;  

(b) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan 

validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, 

memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan 

data keuangan yang dikelolanya;  

(c) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan 

pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan 

yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan 

pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali 

ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(d) menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat 

berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi 

lainnya; dan 

(e) memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, 

data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan 

dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, 

dan data keuangan yang dikelolanya.(Ahmad Ridho Jafar:2019) 
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2. Fungsi Pengawasan OJK terhadap Perlindungan Konsumen 

pada Pinjaman Online 

       Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat 

dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. 

Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan 

secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UUOJK) yang 

dinyatakan sebagai berikut, “OJK dibentuk dengan tujuan agar 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (c) mampu 

melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”. Perlindungan 

konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan 

sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan 

pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku 

Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen 

sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada 

sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diberikan OJK 

dianggap penting mengingat begitu kompleknya aktivitas dalam 

sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang difasilitasi OJK  

dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan 

pengaduan konsumen dan pembelaan hukum (lihat Pasal 28 s.d 30 

UUOJK).  

Lebih lanjut, untuk menyediakan payung hukum yang kuat 

dalam memberi perlindungan kepada konsumen dalam sektor jasa 

keuangan, pada tahun 2018 ini, OJK mengeluarkan peraturan Nomor: 

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa 

Keuangan. Secara umum terdiri dari 17 Bab & 43 Pasal. Fungsi 

pengawasaan ojk ini terdapat pada: Pasal 24 yang berbunyi 

Penyelenggara yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib 

menyusun laporan risk self assessment secara bulanan serta 

menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 25 Selain 

memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 

Penyelenggara wajib melakukan pelaporan kepada konsumen terkait 

hal yang berhubungan dengan kinerja investasi, nilai investasi, 

dan/atau portofolio yang dimiliki para konsumen.  

Pasal 26 Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

dan Pasal 25 wajib memberikan hak akses kepada Otoritas Jasa 

Keuangan atas pelaporan. Pasal 27 Untuk mengolah laporan risk self 
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assessment, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memanggil atau 

meminta keterangan tambahan dari Penyelenggara. Berbicara 

mengenai hukum perlindungan konsumen erat hubungannya 

dengan konsumen itu sendiri. Menurut Shidarta ( 2016) suatu 

peristiwa hukum perlindungan konsumen dikatakan sudah terjadi 

apabila ‘konsumen’ secara langsung terlibat di dalamnya. Jika tidak, 

maka bisa dipastikan bahwa area hukum itu bukan bidang hukum 

perlindungan konsumen. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan 

konsumen adalah ‘segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen’. 

Perlindungan ini perlu diberikan karena selama ini konsumen dirasa 

selalu berada dalam posisi yang lemah jika berhadapan dengan para 

pelaku usaha sehinga perlu dilindungi. (Ahmad Ridha Jafar :2019) 

      Lima prinsip penting perlindungan konsumen yang diatur 

dalam POJKPKSJK. Lima prinsip ini mesti ditaati agar perlindungan 

konsumen dapat berjalan dengan efektik. Lima prinsip tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Pertama, transparansi. Prinsip ini mengharuskan OJK untuk 

memberikan informasi secara terbuka, jelas dan bahasa yang 

mudah dimengerti kepada konsumen tentang semua produk 

yang dimiliki. Hal ini penting agar konsumen bisa memahami 

secara sempurna produk yang ditawarkan.  

2) Kedua, perlakuan yang adil. Prinsip ini, menekankan agar OJK 

berlaku adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen dengan 

memberikan perlakuan yang berbeda antara konsumen yang satu 

dengan yang lainnya, terutama berdasarkan pada suku, agama 

dan ras. 

3)  Ketiga, keandalan. Maksud dari ‘keandalan’ dalam prinsip ini 

adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang 

akurat melalui sistem, prosedur, infrastuktur, dan sumber daya 

manusia yang andal.  

4) Keempat, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. 

Prinsip ini mengatur agar menjaga dan kerahasiaan dan 

keamanan data konsumen, hanya dibolehkan menggunakan data 

dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang 

disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan 

perundangundangan. 
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5)  Kelima, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa 

konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Prinsip 

ini terkait dengan pelayanan/penyelesaian pengaduan yang 

dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapinya. Pelayanan pengaduan konsumen ini 

difasilitasi oleh OJK untuk mempermudah pengaduan yang 

dilakukannya. (Ridho Jafar: 2019 ) 

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga 

penyelesaian sengketa alterantif yang efektik juga ditawarkan kepada 

konsumen agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat. 

Perlindungan konsumen dalam sektor keuangan agar berjalan 

dengan maksimal, maka lima prinsip diatas harus dipahami dan 

diaplikasikan baik oleh OJK maupun konsumen. Prinsip ini memberi 

petunjuk umum yang kemudian dijabarkan secara eksplisit dalam 

pasal-pasal yang ada. Komitmen OJK dalam memberikan 

perlindungan kepada konsumen diharapkan konsisten. Berbagai 

inisiatif yang direncanakan terkait dengan perlindungan konsumen 

mesti dijalankan agar perlindungan konsumen dalam sektor jasa 

keuangan dapat berjalan dengan baik.   

  

3. Langkah-Langkah Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah 

Dalam Melindungi Konsumen Terkait Dengan Perjanjian 

Pinjaman Online /Fintech Yang Illegal 

       Pinjaman Online   menawarkan syarat yang mudah dengan 

pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, 

Kartu Keluarga, NPWP, SIM, nomor telepon dan memiliki rekening 

Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu 

diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu 

mudah dangan cara transfer antar bank maupun melalu 

Indomaret/Alfamart terdekat. Ada 3 alur pinjaman online :  

1) Isi syarat dan informasi. Calon borrower mengajukan pinjaman 

dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi 

pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan 

foto selfie bersama KTP.  

2) Analisis dan persetujuan. Perusahaan P2P lending akan 

menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum 

ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana. 
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3)  Membayar pinjaman. Sebagai borrower   membayar pinjaman 

melalui perusahaan P2P lending sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan.  

Risiko Pinjaman Online oleh Fintech Ada beberapa hal yang 

harus diketahui dan disimak dari Peer To Peer (P2Ph Lending. 

Bahwasanya tidak ada di dunia ini bebas dari resiko, bebas ataupun 

kecil pasti ada resiko yang dilakukan termasuk dalam hal pinjaman 

online. Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketika  memutuskan 

untuk  ikut menjadi pendana (Lender) dan peminjam (Borrower) dalam 

bisnis Peer To Peer (P2P) Lending, yaitu sebagai berikut ( Istiqamah: 

2019): 

a. Resiko Bunga Tinggi Resiko bunga tinggi bagi peminjam tidak 

seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, pinjaman 

online/P2P Lending masih belum mempunyai aturan yang 

lengkap. Saat ini suku bunga pinjaman online ditawarkan 

dikisaran 14% sampai dengan 30% per bulan. Besaran suku bunga 

ditentukan oleh perusahaan P2P lending berdasarkan scoring 

profil peminjam sebagai calon debitur. Jika memiliki profil risiko 

yang rendah dan didukung oleh agunan yang mencukupi, maka 

bisa jadi akan memiliki profil kredit A, sehingga suku bunga yang 

dapatkan rendah. Sedangkan jika memiliki profil kredit yang 

kurang baik, maka akan mendapat peringkat B atau C, sehingga 

suku bunga kredit yang akan di bayar per bulan lebih besar. 

Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka beban yang harus 

ditanggung untuk melunasi hutang-hutang juga lebih besar. 

b.  Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%. Jika pinjaman 

telah disetujui, maka diwajibkan untuk mambayar biaya layanan 

yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman. Itu berarti jika 

peminjam mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp10 juta, 

maka uang yang bisa didapatkan hanya akan ada dikisaran Rp 9,5 

juta sampai Rp9,7 juta. Besarnya biaya layanan berbeda-beda 

tergantung dari perusahaan aplikasi mana yang pergunakan.  

c. Jangka Waktu Pelunasan Pendek Maksimal 12 Bulan Jangka 

waktu atau tenor maksimal dari pinjaman online adalah 12 bulan. 

Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman online adalah 

pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk 

membiayai keperluan jangka pendek. Disarankan untuk tidak 

menggunakan pinjaman online untuk pembiayaan bisnis yang 
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menawarkan potensi keuntungan jangka menengah atau jangka 

panjang.    

d.    Limit kredit pinjaman online yang rendah Dengan jangka waktu 

pelunasan yang sangat pendek, bahkan hanya 2-3 bulan, maka 

limit kredit pinjaman online juga lebih kecil dibandingkan dengan 

jenis pinjaman perbankan. Dari sebuah aplikasi bisa mengajukan 

pinjaman antara Rp1 juta sampai Rp50 juta hanya berbekal KTP. 

Dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat, tidak 

salah jika kemudian pinjaman online banyak diminati masyarakat. 

Limit pinjaman online akan bertambah jika bisa menyediakan 

jaminan atau agunan dengan nilai yang tinggi. Tidak hanya 

agunan bergerak dan tidak bergerak seperti properti, tanah, atau 

emas, bisa juga menjaminkan hal lain seperti surat kontrak bisnis.  

e.resiko bocornya data handphone mengajukan pinjaman online 

Pada saat mengajukan pinjaman online, ada potensi bocornya data 

nomor kontak di handphone bocor dan diambil oleh perusahaan 

P2P lending. Sebab, saat unduh aplikasi, untuk bisa berfungsi 

100% maka harus menyetujui permintaan akses galeri foto, 

kontak nomer telepon, dan kamera. Jangan kaget jika kemudian 

banyak friend list dalam daftar kontak kemudian di telpon saat 

masalah terjadi. 

Laporan yang masuk adalah mengenai minimnya informasi 

yang diberikan oleh pelaku usaha terkait proses pinjam meminjam 

seperti besaran bunga, biaya administrasi. Kemudian terkait 

tingginya biaya bunga dan administrasi, proses penagihan yang di 

dalamnya terdapat tindak pidana fitnah, penipuan, pengancaman 

dan penyebaran data pribadi hingga sampai pada pelecehan seksual 

Seolah-olah memberikan keuntungan, ternyata kegiatan fintech 

ilegal justru menjebak dan merugikan masyarakat. Korban 

dikenakan bunga dan denda yang tinggi, jangka waktu yang 

singkat, menyalin daftar kontak yang kemudian dipergunakan 

untuk mengintimidasi atau meneror korbannya kalau tidak mau 

melunasi pinjaman. 

OJK sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran pinjol 

ilegal, namun pinjol ilegal baru terus bermunculan, salah satu 

penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat 

development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan. Di sisi lain, 

masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran 
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pinjol ilegal. Mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa 

ditawarkan pinjol ilegal, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan 

itu. Negara, melalui OJK sebenarnya telah memiliki instrumen 

hukum untuk mengatur pinjol, bahkan sudah dibentuk Satgas 

Waspada Instansi yang beranggotakan OJK dan instansi lainnya. 

(Hendro Nugroho: 2020 ) 

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, 

memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-

hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu 

diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada 

konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena 

keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam 

perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan 

perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan 

ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, 

sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan 

konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan 

sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah. Perlindungan 

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan 

nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya 

yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia 

yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Undang-undang 

tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang 

mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang 

perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka 

kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada 

dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. 

Kedudukan pelaku usaha yang berada pada posisi yang lebih kuat, 

baik secara ekonomis maupun segi kekuasaan (bargaining power, 

bargaining position) dibandingkan dengan konsumen ( Hendro 

Nugroho: 2020 ).  

Oleh sebab itu, konsumen sangat memerlukan  bantuan 

advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara 

patut atas hak-hak konsumen Kerugian yang dialami akibat kurang 

kritisnya konsumen terhadap barang/jasa yang ditawarkan tersebut 
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tidak terlepas dari tingkat pendidikan konsumen yang rendah, 

sedangkan teknologi komunikasi semakin maju, sehingga dengan 

mudah dapat menjangkau masyarakat luas. Salah satu penyebab 

lambannya sistem perlindungan konsumen di negaranegara 

berkembang termasuk Indonesia adalah sikap pemerintah yang 

cenderung melindungi kepentingan industri sebagai faktor esensial 

dalam pembangunan negara yang sedang berkembang  Oleh sebab 

itu, pembahasan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting 

untuk dikaji ulang.  

Pemberian nama Undang-Undang tentang Perlindungan 

Konsumen, bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha 

termasuk kepentingan pemerintahan di dalam pembangunan 

ekonomi teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional 

banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Perlindungan konsumen 

dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum 

untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 

angka 1 UUPK. Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin 

kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya 

hak-hak konsumen, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) 

ini dijadikan sebagai payung (umbrella act) bagi perundangundangan 

lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah 

ada maupun yang akan berlaku kemudian.   

        Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi 

konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan 

berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum 

perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu 

kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal 

dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem 

pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait 

perusahaan fintech itu sendiri. Langkah yang harus dilakukan 

pemerintah adalah  pelaksanaannya harus berpedoman pada 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. 

Penyelenggaraan financial technology berbasis peer to peer 

lending masih muncul permasalahan sehingga perlu danya peraturan 

perundang – undangan karena peraturan yang ada belum mampu 

melindungi kepentingan masyarakat serta diperlukan adanya upaya 
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perlindungan hukumnya oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) perlu meningkatkan kewaspadaan,sosialisasi serta 

mengantisipasi dan menindak terhadap penyelenggara layanan 

pinjam meminjam uang berbasis layanan teknologi informasi illegal 

yaitu dengan kerjasama dengan semua komponen yaitu 

kominfo,polri untuk menertibkan aplikasi yang tidak terdaftar dan 

tidak berizin sehingga penyelenggaraan financial technology berbasis 

peer to peer lending ada kepastian hukum,keadilan,kemanfaatan 

serta perlindungan bagi masyarakat. ( Agus Priyonggojati: 2020) 

       Peraturan untuk mendungi masayarakat telah dikeluarkan 

dan dijalankan namun, LBH Jakarta mencatat sebanyak 14 

pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban 

apllikasi pinjaman online.Pelanggaran – pelanggaran tersebut 

sebagai berikut : 

1) Bunga sangat tinggi.  

2) Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjamn atau 

kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.  

3) Ancaman fitnah,penipuan dan pelecehan seksual.  

4) Penyebaran data pribadi.  

5) Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada 

pada gawai peminjam.  

6) Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam.  

7) Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman 

online yang tiidak jelas. 

8) Biaya admin yang tidak jelas.  

9) Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, 

sedangkan bunga terus berkembang.  

10) Peminjam sudah membayar pinjamanya namun pinjaman tidak 

hapus dengan alasan tidak masuk sistem. 

11) Aplikasi tidak bisa dibuka bahkan hilang dari 

Appstore/Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian 

pinjaman.  

12) Penagihan dilakukan oleh orang – orang yang berbeda.  

13) Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online 

untuk mengajukan pinjaman diaplikasi lain  
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D. Kesimpulan 

Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem 

pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan 

permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum 

diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi 

hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait 

pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah 

(dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri 

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah  

pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Teknologi Informasi. pinjol legal atau ilegal, karena faktanya 

ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjol legal 

maupun perusahaan pinjol ilegal.   langkah-langkah preventif seperti 

lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, 

dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana 

memilih layanan pinjol yang kompeten serta memahami risiko-risiko 

yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjol.  
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